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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Semangat reformasi yang dimulai sejak tanggal 21 mei 1998, dimana mahasiswa Indonesia melakukan demo besar-besaran untuk melengserkan pemerintahan orde baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang sudah berkuasa salama 32 tahun dan akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri, tuntutan dari reformasi adalah Penegakan supremasi hukum, Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), Pengadilan untuk Presiden Soeharto beserta kroni-kroninya, Amandemen UUD 1945, Pencabutan  dwifungsi ABRI dan Pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya.
Tuntutan reformasi pada bagian yang keenam yaitu adanya pemberian otonomi kepada daerah yang seluas-luasnya, diharapkan adanya perubahan sistem pemerintahan dan cara pandang dari sistem pemerintahan sentralistik menjadi desentralisasi dimana yang dulunya pendekatan dengan cara top-down (dari atas kebawah) menjadi bottom-up (dari bawah keatas) sesuai dengan jiwa dan semangat Pancasila beserta UUD 1945. 
Otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan Tahun 1999 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004, serta perubahan kedua yaitu Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 menghendaki daerah untuk menggali potensi daerah, sumber daya yang dimilikinya serta mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.
Sejalan dengan diberlakukanya undang-undang otonomi daerah tersebut, agar dapat melaksanakan percepatan pembangunan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menerangkan bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas  dan tanggungjawab yang  jelas antar  susunan Pemerintah.

Kabupaten  Bojonegoro membawahi 28 Kecamatan, 11 Kelurahan dan 420 Desa. Upaya  untuk meningkatkan kemajuan dan mensejahterakan masyarakatnya, sesuai dengan Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat melakukan penataan yang bertujuan:
a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan  desa.
b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat  desa.
c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan  desa.
e. Peningkatan daya saing  desa.
Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tujuan itu maka Pemerintah harus membantu proses penyelenggaraan pemerintahan  desa yang merupakan struktur paling bawah yang ada di pemerintahan, untuk mewujudkan tujuan diatas, Pemerintah Daerah harus membantu pendanaan Pemerintah Desa untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan  desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal (72) bahwa pendapatan  desa bersumber dari:
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain Pendapatan Asli Desa (PADesa).
b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota.
d. ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota.
e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota.
f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
g. Lain-lain pendapatan  desa yang sah.
ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten atau Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), tapi jika Kabupaten atau Kota yang tidak memberikan ADD Pemerintah dapat melakukan penundaan  atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang seharusnya disalurkan ke Desa. 
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan  desa, pembinaan kemasyarakatan  desa dan pemberdayaan masyarakat  desa, agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, berdasarkan ketentuan dalam melaksanakan tugas wewenanganya, yaitu mencakup:

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat  desa
c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
d. Menetapkan Peraturan Desa.
e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
f. Membina kehidupan masyarakat desa.
g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat  desa.
i. Mengembangkan sumber pendapatan  desa.
j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna  meningkatkan kesejahteraan masyarakat  desa.
k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat  desa.
l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
m. Mengoordinasikan pembangunan  desa secara partisipatif.
n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, Kepala Desa berhak:

a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat  desa.
Pemberian ADD, Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonomi  desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai pertumbuhan kondisi mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka kesatuan sistem penyelenggaraan NKRI
Kecamatan Kedungadem membawahi 23 Desa, dalam penyelenggaraan pemerintahannya, dari 23 Desa semua masih sangat tergantung dari Alokasi Dana Desa (ADD), Salah satu pendapatan Desa terbesar adalah dari sumber dana perimbangan dari Pemerintah Kabupaten, jumlah dana ADD pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 12.661.543.200 atau 34 % yang terbagi untuk Desa-desa se-Kecamatan Kedungadem. 
Tuntutan dan harapan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan pelayanan yang prima sudah tidak dapat dihindarkan, makin banyaknya kebutuhan dan mulai bergeraknya perekonomian masyarakat di Kecamatan Kedungadem mendorong adanya perbaikan kedisiplinan dari penyelenggara Pemerintah Desa dan pelayanan yang prima serta ketertiban administrasi pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah terealisasi, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas yang diemban dan bentuk pertanggungjawaban sebagai penyelenggara pemerintahan  desa.
Kecamatan Kedungadem selaku tim verifikasi untuk pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan selaku pengawas dan pembinaan penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada bulan april melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2016 ke Desa-desa se-Kecamatan Kedungadem khususnya realisasi dan pengadministrasian pertangungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa           (ADD) tahap I sebesar 25 % dan tambahan sebesar 25 %, dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut masih ditemukan rendahnya tingkat kedisiplinan  aparatur  Pemerintah Desa, ketertiban pengadministrasian seperti pengisian buku register Desa, serta pengisian pada Buku Kas Umum (BKU) dan kelengkapan bukti-bukti pendukung terhadap penyaluran untuk kegiatan maupun untuk pembayaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa beserta Perangkat, masih kurang lengkap. Banyak hal yang mempengaruhi hal tersebut khususnya tentang pembuatan laporan pertanggungjawaban realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD), mengingat pemerintahan Desa di pegang oleh Kelapa Desa yang dipilih oleh rakyat secara langsung dan perangkat pemerintahannya terdiri dari, Sekertaris Desa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan untuk para Kepala Urusan (Kaur) adalah warga  desa yang memiliki masa bakti hingga berumur 60 tahun dan disiplin ilmunya beragam terutama pengangkatan Bendahara, mengingat penting dan beratnya tugas yang diemban, pengangkatan Bendahara harusnya lebih berhati-hati dan harus memenuhi beberapa ketentuan seperti latar belakang pendidikan atau disiplin ilmunya serta pengalaman dibidang tersebut, selama menunjuk Bendahara, musyawarah harus benar-benar dilaksanakan.
Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas “ Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro ” 
1.2 Ruang Lingkup Penulisan
Penulisan Tugas Akhir (TA) ini terbatas pada dana transfer dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa yang merupakan salah satu pendapatan bagi Desa yaitu ADD yang mempunyai persentase yang cukup besar dalam APBDesa, Alokasi Dana Desa (ADD) berfugsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan  desa, pembinaan kemasyarakatan  desa dan pemberdayaan masyarakat  desa.
Agar tidak menyimpang dari judul yang penulis pilih, maka ruang lingkup penulisan dibatasi guna mengetahui:
1. Proses pencairan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa pada Kecamatan Kedungadem.
2. Tahapan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Kedungadem dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, ada beberapa tujuan dan kegunaan penulisan yang ingin penulis capai, yaitu:
1.3.1 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran bagaimana proses pelaksanaan pencairan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kedungadem.

2. Mengetahui hambatan-hambatan yang ada dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban atas realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Kedungadem untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur, ketertiban pengadministrasian dan pembukuan.
1.3.2 Kegunaan Penulisan
Kegunaan Tugas Akhir ini adalah:
1. Memperkaya penulisan tentang dana perimbangan khususnya dana transfer ADD, dengan harapan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang dan masyarakat pada umumnya.
2. Diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau pertimbangan bagi Kecamatan Kedungadem dalam upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Desa di masa yang akan datang guna meningkatkan ketertiban pengadministrasian dan pelaporan pertanggungjawaban.
1.4 Cara Pengumpulan Data

Data merupakan hal yang penting bagi penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini. Data tersebut hendaknya berhubungan dengan pokok bahasan yang akan penulis sampaikan dalam bentuk penulisan Tugas Akhir. Untuk mendapatkan data tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1.4.1 Data Penelitian

Data penelitian dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli, data ini diperoleh langsung dari narasumber, yaitu orang yang kita jadikan sarana mendapatkan informasi atau data yang kita butuhkan. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan yang berhubungan dengan judul penulisan Tugas Akhir, data sekunder berupa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ADD, data realisasi penggunaan ADD dan pagu anggaran dari dana perimbangan dan buku-buku yang berhubungan dengan pengelolaan ADD.
1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode yang di pakai untuk mengumpulkan data primer maupun data sekunder. Metode tersebut antara lain:
1.4.2.1 Metode Observasi
Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Dalam hal ini,  penulis melakukan observasi diwilayah Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, bergabung dengan tim verivikasi Kecamatan yang langsung terjun ke-Desa untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi realisasi penyerapan ADD tahap pertama.
1.4.2.2 Metode Wawancara
Wawancara adalah teknik mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatap muka secara langsung dengan narasumber agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD dan yang menjadi narasumber atas metode ini yaitu Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro yang sekaligus dulu menjadi Pembimbing Lapangan selama kegiatan Kuliah Kerja Pratek dan Aparatur Pemerintah Desa selama kunjungan ke-Desa dalam kegiatan monitoring dan evaluasi.
1.4.2.3 Metode Studi Kepustakaan
Metode ini dilakukan dengan membaca, menelaah  buku-buku dan membuat catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan Tugas Akhir.
1.5 Sistematika Penulisan
Pada bagian ini, sistematika penulisan tugas akhir dapat digambarkan sebagai berikut:
BAB I 
PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi tentang latar belakang penulisan, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data dan sistematika penulisan yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan secara menyeluruh.

BAB II 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini dijelaskan keadaan umum, struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi serta hal-hal yang berkaitan dengan Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. 
BAB III 
PEMBAHASAN

Pada bab ini dilakukan pembahasan tentang ruang lingkup penulisan mengenai sistem pencairan dana transfer Alokasi Dana Desa (ADD), proses pengelolaan, pelaporan, serta peran Pemerintah Kecamatan dalam rangka melakukan evaluasi dan pembinaan.
BAB IV 
PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang rangkuman yang telah ditulis dalam pembahasan dan kesimpulan yang berkaitan dengan topik yang ditulis
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